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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 137 /PMK.01/2019 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan 

perlu membentuk unit organisasi non-Eselon yang 

melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup 

untuk mengoptimalisasi pengelolaan seluruh Dana 

Lingkungan Hidup termasuk Dana Reboisasi, serta 

menjamin program perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

  b. bahwa pembentukan unit organisasi non-Eselon yang 

melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup 

di Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

melalui surat nomor B/665/M.KT.01/2019 tanggal  

2 Agustus 2019; 

 

 

 



2019, No.1116 -2- 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412);  

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang 

Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4207); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6134); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 160); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN 

HIDUP. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup merupakan 

unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan Dana 

Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan 
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bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui 

Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

(2) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

Direktur Utama. 

 

Pasal 2 

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang 

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan 

karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, 

kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait 

lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, 

rencana bisnis dan anggaran tahunan, serta rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, 

akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sumber 

daya manusia, urusan umum, kerumahtanggaan, 

kehumasan, dan layanan informasi, pengelolaan sistem 

informasi teknologi dan basis data Dana Lingkungan 

Hidup, serta koordinasi pelaksanaan tugas; 

b. penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan 

rencana penghimpunan dan pengembangan dana, 

mobilisasi sumber-sumber pendanaan, perumusan, 

perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan dan 

pemasaran layanan, pengembangan dan penempatan 

dana pada instrumen investasi, pengelolaan kerja sama 

pendanaan, setelmen Dana Lingkungan Hidup, 

pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, serta pengelolaan 

kerja sama dengan bank kustodian, bank umum, 

dan/atau pihak lainnya; 
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c. penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana, 

analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran 

dana, penyampaian hasil analisis ke 

Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, 

dan/atau pihak lainnya, penyaluran dana pinjaman, 

dana program, dana bagi hasil dan syariah, monitoring 

dan evaluasi atas penyaluran dana, serta pembinaan 

kepada penerima dana;  

d. penelaahan aspek hukum atas peraturan dan perjanjian, 

penyusunan rumusan peraturan, perjanjian, dan kajian 

hukum, penanganan permasalahan hukum, 

pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum, 

peraturan, dan perjanjian, serta pelaksanaan manajemen 

risiko; dan 

e. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas 

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. 

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

Susunan Organisasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 

terdiri atas: 

a. Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi; 

b. Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana; 

c. Direktur Penyaluran Dana; 

d. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko; dan 

e. Satuan Pemeriksaan Intern. 

 

BAB III 

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI 

 

Pasal 5 

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, 

rencana bisnis dan anggaran tahunan, serta rencana kerja 

dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, 


